
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANDAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANAPEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik IndonesiaTahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54

Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

/'



Nomor 103, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang

Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang­

Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang

Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020

Nomor 245, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayab Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 48,

Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833) Sebagaimana telab diubab dengan Peraturan

Pemerintab Nomor 13 Tabun 2017 tentang Perubaban

Atas Peraturan Pemerintab Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayab Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 77, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tabun 2016 ten tang

Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2016 Nomor 114, Tambaban Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) Sebagaimana telab

diu bah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 72 Tabun

2019 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintab

Nomor 18 Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2019
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Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 ten tang

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ten tang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 ten tang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018

tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

459);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Thun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 11 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
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Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH
PEMBANGUNAN JANGKA
KABUPATEN TANJUNG
2021 - 2026.

TENTANG
MENENGAH

JABUNG TIMUR

RENCANA
DAERAH
TAHUN

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. DaerahadalahKabupatenTanjungJabung Timur.

2. KepalaDaerahadalahBupati TanjungJabung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

PemerintahanDaerahyangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yangmenjadi kewenangandaerahotonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraanUrusan PemerintahanyangmenjadikewenanganDaerah.



5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai lingkup kewenangan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek

pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap

pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks

pembangunan manusia.

7. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses

pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk

memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut

RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Pemerintah

Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) Tahunan.



16. Sasaran adalab rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerab/Perangkat Daerab yang

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17.Strategi adalab langkab berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan Daerah/ Perangkat Daerab untuk mencapai sasaran.
18.Arab Kebijakan adalab rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu
strategis Daerab/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertabap
sebagai penjabaran strategi.

19.Program adalab penjabaran kebijakan Perangkat Daerab dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan

tugas dan fungsi.

Pasal2
(1) Maksud RPJMDini :

a. menjadi arah penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur; dan

b. keterpaduan penyelenggaraan pembangunan dalam 5 (lima) tahun
periode penyelenggaraan Pemerintaban di Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

(2) Tujuan RPJMD ini yakni terwujudnya pembangunan Kabupaten Tanjung

J abung Timur Merakyat.

BABII
RUANGLINGKUP

Pasal3

(1)RPJMDmerupakan penjabaran dari :
a) visi, Misi dan Program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada

RPJPDdan memperhatikan RPJMNasional;

b) memuat arab kebijakan keuangan daerab, strategi pembangunan
daerab, kebijakan umum dan program Perangkat Daerab, lintas

Perangkat Daerab dan program kewilayaban disertai dengan rencana
kerjasama dan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.

/



(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam

penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat

Daerah.

BAB III

SISTEMATlKARPJMD

Pasal4

(1) RPJMD berlaku selama periode Tahun 2021-2026.

(2) RPJMD terdiri dari :

9 (sembilan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

BablV

BabV

BabVI

Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Daerah

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat

Daerah

Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab IX Penutup

Bab VII

3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABIV
PENGENDALIANDANEVALUASIPELAKSANAANRPJMD

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan

b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.
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(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di

bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal6

Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dilaporkan kepada Bupatio

BABV
PERUBAHANRPJMD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa

proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara

penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi

yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang­

undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis

ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah,

atau perubahan kebijakan Nasional.

(3) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila sisa

masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal8

RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Pasal9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan

tetapi tidak merubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka

menengah Daerah, maka penetapan target capaian sasaran tahunan

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
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BABVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasall0

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD

berpedoman pada RPJPD.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam

penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah

terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 2 ktober 2021

~~ANJ JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 26 Oktober 2021
SEKRETARISDAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

-
SAPRIL

LEMBARANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR TAHUN 2021

NOMOR2

NOREG PERATURANDAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR,

PROVINSIJAMBI (2-68/2021)

o.elAH DlTElITI KEBENARANNYA
KabagHukum Dan Perundang . Undangan


